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ABSTRAK

MUHAMMAD ISKARIMAN. 105261120020. “Hukum Istri Menolak Rujuk
Suami Dalam Perspektif Fikih Islam Dan KHI” di bawah pembimbing 1:Hasan
Bin Juhanis, Lc., M.S. dan pembimbing Il: Rapung, Lc., M.H.

Dalam kehidupan berkeluarga tidak dapat dipungkiri bahwa sering
terdapat banyak permasalahan yang menjadikan sebuah ikatan perkawinan tidak
dapat dipertahankan yang pada aKHIrnya terjadi talak atau perceraian. Meskipun
talak adalah jalan teraKHIr untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah
tangga. Namun, agama masih memberikan peluang untuk memperbaiki kehidupan
sebuah rumah tangga, upaya untuk kembali pada rumah tangga setelah perceraian
itu diistilahkan dengan rujuk. Para ulama Mazhab sepakat hukum rujuk itu
diperbolehkan. Dalam melakukan rujuk tidak disyaratkan kesediaan dari istri yang
ditalak. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada penjelasan yang sangat berbeda
dengan fikih yaitu (Pasal 164) “Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i
berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di
hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”. Dan (Pasal
165) “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan
tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah , yaitu: bagaimana hukum
istri menolak rujuk suami dalam perspektif fikih Islam dan bagaimana hukum istri
menolak rujuk suami dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Penelitian ini
menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber utamanya dari
buku, jurnal, dan bahan dokumenter lainnya. Dalam hal ini penulis menyiapkan
sumber-sumber yang diambil dari buku primer dan sekunder yang mendukung
untuk menjawab permasalahan dalam konteks masalah terkait hak istri menolak
rujuk suami dalam perspektif fikih Islam dan KHI

Penelitian ini dapat disimpulkan kepada dua poin. Pertama, Menurut fikih
Islam ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami atau hak
mutlak milik suami. Kedua, Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Istri berhak
mengajukan keberatan atas rujuk suami dan menolaknya.

Kata kunci: Rujuk, Fikih Islam, Kompilasi Hukum Islam
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Syukur Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT. Atas limpahan
rahmat, taufik, hidayah dan curahan kasih sayang-Nya sehingga penulis bisa
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah
kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. juga kepada keluarganya,
para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh
kepada sunnahnya hingga akHIr nanti. Dan semoga kita juga senantiasa istiqgamah
di atas jalan-Nya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini sehingga mendapatkan

syafa’at Nabi kita tercinta di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “(Hukum Istri Menolak Rujuk Suami Dalam
Perspektif Fikih Islam Dan KHI)”. Merupakan suatu karya ilmiah yang
penyusun selesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah

Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik
dari segi bahasa, isi, ataupun sistematika penulis. Oleh karena itu, dengan penuh
kerendahan hati dan tangan penulis menerima kritikan dan saran yang sifatnya

membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam karya ilmiah ini begitu banyak yang menjadi inspirasi dan
membantu penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagaimana
hasilnya saat ini. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak

terhingga kepada :
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Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. (Pembimbing 1) dan Ustadz
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dengan meluangkan segala waktu serta fikirannya dalam penyusunan
skripsi ini.

Bapak/Ibu para dosen Prodi Hukum Keluarga dan para dosen Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah
membimbing penulis selama menempuh pendidikan.
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perkuliahan serta teman-teman dan para sahabat penulis yang tidak
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dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dukungan

dalam menyelesaikan skripsi ini.

AKHIrnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya

baik terhadap penulis, para pembaca, Agama, Bangsa, dan Negara. Aamiin,

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 20 Januari 2024 M
8 Rajab 1445 H

MUHAMMAD ISKARIMAN
Nim: 105261110020
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia memiliki signifikansi yang besar karena melalui
perkawinan, seseorang dapat mencapai keseimbangan hidup dalam aspek sosial,
biologis, dan psikologis. Dengan menikah, seseorang dapat memenuhi kebutuhan
biologisnya secara otomatis. Melalui hubungan pernikahan, kebutuhan seksual
dapat terpenuhi dengan pasangan hidupnya. Selain itu, secara mental atau rohani,
mereka yang telah menikah cenderung lebih mampu mengendalikan emosi dan
nafsu seksualnya.

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai perjanjian suci yang kuat dan
kokoh untuk hidup bersama dengan penuh kebahagiaan, keamanan, ketentraman,
dan kasih sayang satu sama lain. Perkawinan dianggap sebagai fitrah manusia
yang seharusnya terjadi dalam kehidupan sebagai sarana untuk mengekspresikan
rasa cinta dan kasih sayang yang telah diberikan olenh Tuhan Yang Maha Esa
kepada hamba-Nya.* Sebagaimana firman Allah Swt. Di dalam al-Qur’an yang
menjelaskan bahwa pernikahan itu membawa kebahagian dan ketenangan. Allah

Swit. berfirman (Q.S. al-Rum : 21)
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1 H. Zaini Asyhadie, Hukum Keluarga (cet.1; Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 31.
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Terjemahnya :

“Dan di antara tanda tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang
pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Agar kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan
sayang, sesungguhnya pada yang sedemikian itu tanda-tanda bagi kaum
yang berpikir”.2

Nabi Muhammad SAW mengarahkan umat Islam untuk segera menikah
apabila mereka sudah mampu. Keluarga dianggap sebagai inti dari masyarakat
Islam, dan menikah dianggap sebagai cara untuk membentuk lembaga ini. Dengan
menikah, diharapkan dapat mengatur dan membentuk fungsi keluarga sehingga
kedua belah pihak suami dan istri dapat merasakan kedamaian, kecintaan,
keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini dianggap sangat penting untuk
mencapai tujuan pernikahan yang paling besar, yaitu ibadah kepada Allah. Dalam
konteks ini, ibadah tidak hanya merujuk pada upacara-upacara ritual semata
seperti hubungan fisik dengan pasangan, tetapi juga mencakup berbagai perilaku
baik dalam seluruh aspek kehidupan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1, yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk  keluarga  bahagia  dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa."

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 2

menegaskan bahwa “Perkawinan miitsaagan menurut hukum Islam adalah

2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan,
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 585.

3 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (cet.1; Malang: Universitas Muhammadiyah
Malang, 2020), h. 2.



pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau qolidzaan untuk menaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”* Secara hakiki, pernikahan bukan
hanya berkaitan dengan dimensi lahiriah semata, tetapi juga melibatkan dimensi
batiniah. Dengan demikian, diharapkan terbentuk keluarga yang harmonis,
sakinah (penuh ketentraman), mawaddah (penuh kasih sayang), dan warahmah
(penuh rahmat), sesuai dengan kehendak Allah Swit.

Pernikahan yang harmonis menjadi impian bagi setiap individu yang telah
menikah atau yang akan menikah. Dalam pernikahan, terdapat tanggung jawab
yang harus diemban oleh kedua belah pihak, baik oleh istri maupun suami. Saling
pengertian terhadap sifat emosional masing-masing, menjaga komunikasi yang
baik, dan aspek lainnya memiliki peran penting dalam mempertahankan
kehangatan rumah tangga hingga kematian memisahkan. Namun, terkadang
kehangatan tersebut dapat meredup disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor
psikologis, biologis, ekonomi, ideologis, perbedaan budaya, dan tingkat
pendidikan antara suami dan istri, yang pada akHIrnya dapat mengakibatkan talak
atau perceraian yang tidak diinginkan.®

Meskipun perceraian dianggap sebagai langkah terakKHIr untuk
menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun membangun kembali
kehidupan hubungan pernikahan yang mengalami perselisihan bukanlah suatu hal

yang mustahil. Oleh karena itu, agama Islam mensyariatkan adanya iddah ketika

4 Seri Pustaka Yudistira, Kompilasi Hukum Islam, (cet.3; Yogyakarta: pustaka
widyatama, 2006), h. 11.

> Nurul Huda, Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam . Ishragi,VVol.5, No.1,
Januari-Juni 2009.



terjadi perceraian. Kebijakan iddah ini memberikan peluang bagi keluarga yang
mengalami perceraian untuk merefleksikan dan memulihkan hubungan mereka.®
Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur’an Surah al-Bagarah ayat

228 sebagai berikut:
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Terjemahnya:
“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga
kali guri® (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa
yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada
Allah dan hari AKHIr. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali
kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.
Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan

atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S al-Bagarah
228)’

Ibnu al-Qayyim menjelaskan hikmah di balik syariat iddah dengan
menunjukkan bahwa adanya iddah mencegah terjadinya penumpukan sperma dari
orang yang berhubungan intim dengan seorang wanita atau lebih dari satu rahim.
Dengan demikian, tujuan utama adalah untuk menghindari pencampuran

keturunan dan melindungi kesucian garis keturunan.®

® Dwi Dasa Suryantoro, Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut
Kompilasi Hukum Islam, Vol. 8, No.1 Februari 2022.

7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 48.

8 Ali Yusuf As-subki, Fikih Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.



Islam telah mengatur segala aspek kehidupan, termasuk proses rujuk
(merujuk) dalam pernikahan. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika seorang suami
mengajukan rujuk kepada istrinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka
istrinya berkewajiban untuk menerima rujuk tersebut. Mereka berpegang pada
pandangan bahwa rujuk adalah hak suami, dan secara umum, istri diharapkan
menerima rujuk kecuali ada alasan yang sah atau hukum yang menghalanginya.
Meskipun begitu, terdapat variasi pandangan di kalangan ulama mengenai detail
proses rujuk dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan
rujuk oleh istri.

Ibnu Munzir mengatakan bahwa ketentuan rujuk adalah hak prerogratif
suami merupakan kesepakatan ulama (Ijma) “Dan ulama sepakat bahwa seoarang
suami yang merdeka apabila mentalak istrinya yang merdeka dan telah digaulinya
baik talak satu atau dua maka laki-laki tersebut berhak merujuknya hingga selesai
iddah-nya” °

Lebih tegas lagi Ibnu mundzir mengatakan “Dan ulama sepakat bahwa
rujuk diserahkan kepada laki-laki selama masa iddah sekalipun perempuan itu
tidak suka”

Menurut perkataan dari Ibnu Munzir adalah bahwa rujuk adalah milik
suami sepenuhnya tanpa harus mempedulikan apakah istri itu suka atau tidak.

Izin mantan suami untuk merujuk mantan istri tanpa memperhatikan
perasaan sedih mantan istri tersebut, seperti yang dijelaskan oleh ulama terdahulu,

nampaknya menimbulkan pertentangan dengan konsep keadilan. Hal ini karena

° lonu Mundzir, Al-ljma’ (Uni Emirat: Maktabah al-Furgon, 1999), h. 126.



dapat merugikan pihak istri, dimana suami memiliki hak mutlak untuk
menceraikan dan juga hak mutlak untuk merujuk.

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat pemberian kewenangan
kepada istri untuk menolak rujuk suami. Pasal 164 dan 165 menyatakan bahwa
seorang wanita dalam masa iddah berhak menyatakan keberatan terhadap
keinginan mantan suaminya untuk rujuk. Prosedur ini melibatkan pengajuan
keberatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan disaksikan oleh dua saksi.
Selain itu, rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan
tidak sah hingga ada putusan dari Pengadilan Agama.*®

Saat ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hak-hak istri terpenuhi.
Istri sebagai manusia biasa, memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan diakui
secara hukum. Dalam konteks ini, seorang istri yang sedang dalam masa iddah
memiliki hak untuk menolak rujuk, karena ia memiliki hak atas wewenang
pribadinya. Hal ini juga dilindungi oleh ketentuan hukum, sebagaimana dibahas
dalam Kompilasi Hukum Islam di atas.

Dengan melihat dan mempertimbangkan deskripsi di atas, terlihat adanya
perbedaan pandangan dan ketegangan intelektual antara ulama klasik dalam
karya-karya mereka dan pemerintah melalui peraturan perundangan terkait rujuk,
khususnya terkait hak istri untuk menolak rujuk dari suami. Perbedaan prosedur
dalam tata cara rujuk antara fikih klasik dengan Kompilasi Hukum Islam tentu
saja dapat menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Keberadaan

kontroversi ini, jika ada, kemungkinan besar akan berdampak pada efektivitas

10 Seri Pustaka Yudistira, Kompilasi Hukum Islam, h. 75.



penerapan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam, agar pembahasan tidak melebar, penulis fokuskan pada pembahasan
Hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif fikih Islam dan KHI.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas. maka penulis membuat beberapa
rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif fikih

Islam?

2. Bagaimana hukum istri menolak rujuk suami dalam perspektif KHI?
C. Tujuan Penelitian

Merujuk masalah yang ditentukan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum istri menolak rujuk suami dalam

perspektif fikih Islam.

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum istri menolak rujuk suami dalam

perspektif KHI.
D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan juga ada kegunaan penelitian, dan adapun kegunaannya
adalah.

1. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan agama Islam

terutama mengenai fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam khususnya

bidang perkawinan tentang rujukan.



2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk perkembangan
hukum Islam khususnya di Indonesia
E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan
beberapa topik serta menentukan judul dalam suatu penelitian.}*Adapun mengenai
metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Bagian ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, baik dari sisi field
research atau library research maupun kuantitatif atau kualitatif.*?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan
buku-buku.

Peneliti akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan,
penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya, Sebagai sumber datanya
yakni yang ada relevansinya dengan permasalahan peneliti yang ingin diteliti
yaitu fikih Islam dan penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam mengenai rujuk
kemudian dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan

metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan studi yang dimaksud

11 Muhammad Ramdhan, Metode Peneletian, (Cet.1; Surabaya: Media Nusantara, 2021),
h. 13.

2 Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis llmiah, (Cet.1; Makassar:
Alauddin Pers, 2013), h. 16.



disini menjelaskan  perspektif ~yang digunakan dalam  membahas
objek penelitian.*®

Adapun penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk
memahami dan menganalisis pandangan fikih Islam dan ketentuan hukum dalam
KHI terkait dengan penolakan istri untuk rujuk suami. Data akan dikumpulkan
melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap kitab-kitab fikih, KHI, serta
sumber-sumber lain yang relevan.

3. Analisis Penelitian

Analisis penelitian mengemukakan teknik pengolahan dan analisis data.
Dalam penelitian kuantitatif, perlu ditegaskan lebih lanjut tentang model
penyajian data seperti penyajian dalam bentuk tabel atau grafik dan memastikan
penggunaan analisis statistiknya. Jika penelitian kualitatif, perlu ditegaskan teknik
analisis dan interpretasi data yang digunakan.4

Adapun pada penelitian ini data yang dikumpulkan akan dianalisis secara
kualitatif melalui pendekatan hermeneutika untuk memahami pandangan fikih
Islam dan menginterpretasikan ketentuan hukum dalam KHI terkait dengan
penolakan istri untuk rujuk suami.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka, maka sumber
penelitian ini mengambil dari literatur-literatur yang terkait pada bidang figh dan
ushul figh dan yang ada kaitannya dengan fokus pembahasan hukum rujuk dalam

fikih Islam.

3Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis llmiah, h. 16.

14“Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis IImiah, h. 17.
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a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur’an,
hadits dan sebagainya.

b. Data sekunder

Sumber sekundernya peneliti mengambil dari buku-buku, tulisan-tulisan
dan juga dari internet (jurnal-jurnal) yang menjadi bahan pendukung atau yang

berkaitan dengan pokok pembahasan.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Rujuk
Pengetahuan yang memadai mengenai makna dan landasan hukum akan
menjadi landasan yang bermanfaat ketika menjelajahi lebih lanjut permasalahan.
Sebelum kita merinci lebih lanjut mengenai kewenangan istri dalam menolak
rujuk suami dalam konteks pernikahan, pertama-tama kita bahas konsep dan dasar
hukum dari proses rujuk itu sendiri.
1. Pengertian Rujuk
Secara bahasa Rujuk atau raj’ah merupakan isim mashdar dari kata
dasarnya dalam fi'il madhi dan mudhari’ yaitu “Raja’a Yarji'u Rujuu’an
waraja’atan’’ yang bermakna ‘“kembali”.’® Di dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata "kembali" memiliki beberapa makna sebagai berikut: pertama,
kembali ke tempat atau kondisi semula. kedua, sekali lagi: harap pintu ditutup.
Ketiga, berulang lagi: perkawinan itu sudah menjalani proses rujuk..® Di dalam
al-Qur’an Allah Swt. berfirman Q.S. al-Taubah : 83.
LAl Al sea s 4
Terjemahnya:

“Maka jika Allah mengembalikanmu (Muhammad) kepada suatu golongan

dari mereka (orang-orang munafik).. R

5Ahmad bin Fares bin Zakaria al-Qazwini al-Razi, Mu’jam Magoiis al-lugho, Jilid 2
(Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 490.

®Departemen  Pendidikan Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h. 724.

17 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 274.

11
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Proses rujuk merujuk pada tindakan mengembalikan istri ke dalam
pernikahan setelah ditalak, bukan dengan talak ba’in, selama masa iddah. Dalam
konteks ini, talak raj'i membuat istri diharamkan bagi suaminya karena statusnya
telah berubah menjadi wanita yang bukan lagi bagian dari keluarga inti. Ini berarti
suami tidak diperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya, meskipun suami
masih memiliki hak untuk merujuk tanpa persetujuan istri, sehingga hak-hak
suami menjadi terbatas. Rujuk sendiri mengembalikan hubungan pernikahan ke
dalam keadaan utuh, memungkinkan suami untuk bersenang-senang dengan istri.
Meskipun demikian, status wanita yang ditalak raj'i tetap terikat dalam
ikatan pernikahan.*®

Imam al-Syafi'i mengatakan: jika talak berasal dari suami atau dari
seseorang yang diberi kewenangan oleh suami, baik talak tersebut satu atau dua,
suami memiliki hak untuk merujuk istri yang ditalak selama istri tersebut masih
dalam masa iddah.*® dengan dalil firman Allah Swt. (Q.S al Bagarah: 229)

o s s (55 L
Terjemahnya:
“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan
(rujuk) dengan cara yang patut”.

Rujuk memungkinkan pemeliharaan hak milik yang masih ada tanpa

adanya kompensasi selama masa iddah. Pemeliharaan hak milik di sini mencakup

kemampuan untuk mempertahankan hubungan pernikahan dengan istri yang

18 Abdurrrahman Al-Juzairi, Fikih Epat Madzhab, h. 854.
19 Asy-Al-Syafi'i, Al-Umm, Terj. Misbah, Jilid 9 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), h. 681.

20 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 48.
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mungkin hilang karena talak raj'i ketika masa iddah beraKHIr. Dengan
melakukan rujuk setelah talak, kemungkinan kehilangan hak milik tersebut
dihapuskan, dan hak milik tersebut dipertahankan serta diteruskan. Allah Swt.
berfirman dalam Q.S al-Bagarah: 228.

B3l 13051 0 Al o B3 a1 il
Terjemahnya :

“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam

(masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan...”%

Artinya, suami-suami mereka memiliki hak untuk merujuk istri-istri
mereka. Istilah "radd" berasal dari "ruju™, yang mengacu pada tindakan
mempertahankan kuasa yang masih ada, bukan mengembalikan hak milik yang
telah hilang. Ini berbeda dengan pemahaman bahwa "mengembalikan™ merujuk
pada sesuatu yang telah hilang meski belum sepenuhnya lenyap. Talak raj'i
menjadi penyebab hilangnya hak milik, tetapi efeknya tidak langsung terjadi, baru
berlaku setelah masa iddah beraKHIr. Oleh karena itu, merujuk berarti
mempertahankan hak milik yang masih ada, dan esensinya tidak berbeda dengan
konsep "mengembalikan hak milik yang masih ada".?

Rujuk merujuk pada tindakan mengembalikan istri ke dalam pernikahan
setelah ditalak, bukan dengan talak ba 'in, selama masa iddah. Ini berarti talak raj'i

membuat istri diharamkan bagi suami karena ia menjadi wanita yang dianggap

asing. Oleh karena itu, suami tidak diperbolehkan bersenang-senang dengan istri

ZIKementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 48.
2Abdurrrahman Al-Juzairi, Fikih Epat Madzhab, h. 852.
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tersebut, meskipun ia tetap memiliki hak rujuk tanpa persetujuan istri. Akibatnya,
hak milik suami menjadi terbatas. Rujuk mengembalikan suami ke dalam
pernikahan utuh, memungkinkannya untuk bersenang-senang dengan istri.
Namun, perlu dicatat bahwa wanita yang ditalak raj'i masih tetap berada dalam
ikatan pernikahan.?
1. Dasar Hukum rujuk
Rujuk memiliki dimensi untuk membangun kembali hubungan pernikahan
yang sebelumnya terhenti atau memulai kembali kehidupan pernikahan.
Membangun dan memelihara kehidupan pernikahan dianggap sebagai hal utama
dalam konteks pernikahan. Dalam hukum, tindakan rujuk pada dasarnya memiliki
kesamaan dengan hukum melakukan pernikahan. Para ulama umumnya memiliki
keseragaman pendapat mengenai hukum rujuk, dan beberapa di antaranya
menyatakan bahwa hukum rujuk dapat dianggap sebagai sunnah.?* Dalil hukum
rujuk tertera di dalam nash sebagai berikut.
a. Al-Qur’an
Dalil dasar terdapat di dalam al-qur’an Q.S al-Bagarah 228. Allah Swt

Jberfirman.
R T S I L T St A TR ooy L I

@

\ %z @ P
z P . e &‘“/;;:}&/ a8 T L3 ’/%/ %o s 23 .; . s L F
O Ay & ad sy Gal Geil sy SaNT a3l 5 Alll e OS ) Ogeln D)

23 Abdurrrahman Al-Juzairi, Fikih Epat Madzhab, h. 854.

24 Septia Novarisa, “Hak Istri Menolak Rujuk Persfektif Imam Al-Syafi'i Dan Perundang-
undangan di Indonesia”, Thesis (Bengkulu: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut
Agama Islam Negri, 2020), h. 24.
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@

2w PR - % @ % e 47 g ¢ T ) o 4, 2
4015 4553 Gedle Ja 005 S hmally Ggdle 53l e gl 3 Lalza) 13305
Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali
qurit’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang
diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah
dan hari AKHIr. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada
mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka
(para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.
Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.?®

Ayat mulia ini mencabut tradisi yang berlaku di awal Islam, di mana
seorang laki-laki masih memiliki hak untuk merujuk istrinya meskipun telah
menalaknya sebanyak seratus kali selama masih dalam masa iddah. Ketika tradisi
ini dinilai merugikan para istri, Allah memberlakukan batasan dengan hanya
mengizinkan tiga talak, dan memperbolehkan merujuk pada talak pertama dan
kedua saja. Setelah talak ketiga, tidak diperbolehkan lagi untuk merujuk atau
kembali kepada istri tersebut.®

Demikian juga firman Allah Swt. di tegaskan pada ayat berikutnya yaitu

ayat 229 yang berbunyi:

O I UL PR Y T et S PRV R P
TR Y W (3T Az, zys et Loss 0 s (B Tac - LT RGeS adenl
6 4B 508 L VT 2 ST 308 L VT TAS o ) G G e

2o

/1%1 Sve . s @ T s Wit s osa aT.E - 3 . S SN
58 Al 3504 By (ya 5 U o35 e Al 0 alb %, il L Lgdle A
}" 2

O sallall 2

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 48.

ZAbdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir lbnu Katsir, terj. Abdul
Ghoffar, Jilid 1(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Al-Syafi'i, 2008), h.617.
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Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan
(rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak
mampu menjalankan batas batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir
bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah,
maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh
istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah
kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah,
mereka itulah orang-orang zalim.?’

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki dapat menalak
istrinya sesuai keinginannya. Menurut pandangannya, selama proses rujuk
dilakukan dalam masa iddah, wanita tersebut tetap dianggap sebagai istrinya,
bahkan jika dia sudah ditalak seratus kali atau lebih. Laki-laki tersebut
menyampaikan kepada istrinya: “Demi Allah, aku tidak akan mentalakmu, dan
kamu tetap berdiri disampingku sebagai istriku, dan aku tidak akan mengaulimu
sama sekali”. Istrinya berkata “Apa yang akan kamu lakukan?” Suaminya
menjawab: “Aku menceraikanmu, kemudian apabila akan habis iddah mu aku
akan rujuk lagi”. Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah SAW. Untuk
menceritakan hal itu. Rasulullah terdiam, hingga turunlah ayat tersebut diatas
surah al-Bagarah ayat 229 sampai kata bi ihsan “dengam cara yang baik”?®

Kaum Muslimin umumnya berpendapat bahwa suami memiliki hak untuk

merujuk istri setelah talak raj'i, asalkan dilakukan selama istri masih dalam masa

2’Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 48.

ZBA A Dahlan, dkk., Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-
Quran, (Bandung: Penerbit Diponorogo, 2000), h 78.
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iddah, tanpa perlu menunggu persetujuan dari istri. Sebagaimana firman Allah

Swt. dalam (Q.S. al-Talag Ayat 2) yang berbunyi sebagai berikut:

JE (535 1500 5 o haay G585 31 oy haay G &als alal AT 130

3 oas 53T a5l y Al a3 8 e 1 e g 205 B0 B paal 5 2
lasda A Jazsalll

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akKHIr idah-nya, rujuklah dengan mereka
secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan
dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-
orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari aKHIr. Siapa
yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar
baginya.?

Dalam ayat ini, Allah memberikan petunjuk bahwa jika seorang wanita
yang sedang menjalani masa iddah hampir selesai masa iddah-nya, pada saat itu
jika kamu masih memiliki niat baik untuk merujuknya, maka rujuklah dengan
maksud yang baik. Namun, jika tidak, maka lepaskanlah dengan cara yang baik.
Setelah beraKHIrnya hubungan suami istri, hubungan antara keduanya tetap
sebagai hubungan persaudaraan dalam Islam yang harus dijaga dan tidak boleh
direndahkan atau dihina. Proses kembalinya harus disaksikan oleh dua orang saksi
yang adil sebagai bentuk persaksian dan keabsahan.®® Sebagaimana dikatakan di

dalam riwayat berikut ini:

2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h.
823.

30Septia Novarisa, “Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Perundang-
undangan di Indonesia”, h. 27.
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Artinya:

“Dari Imran bin Husoin, dia ditanya tentang seorang laki-laki yang mence
raikan istrinya, lalu bersetubuh dengannya, dan dia tidak menjadi saksi
perce raiannya. Bukan untuk mengambilnya kembali, maka dia berkata:
Saya bercerai tanpa sunnah, dan saya mengambilnya kembali tanpa sunnah,
saya bersaksi tentang perceraiannya dan pengembaliannya, dan dia tidak
kembali".

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa seorang perempuan atau istri
yang telah diceraikan oleh suaminya harus menunggu masa iddah-nya. Masa
menunggu ini  memiliki tujuan agar suami memiliki kesempatan untuk
memperbaiki ikatan pernikahan mereka, dan juga untuk memastikan bahwa jika
ada kemungkinan kehamilan, Rahim istri tersebut benar-benar bersih dari
kehamilan. Masa iddah ini menciptakan periode menunggu yang diarahkan untuk
memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan dan jika
mungkin untuk merujuk kembali hubungan pernikahan mereka.

b. Hadits
Dari Ibnu Umar radiallahu anhuma.
dle A glia 3 06 &5 Gl W AT Wi Al s sak o3 e
sile A2 Lghal 5l 6 54 1 Had i

Artinya:

31Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amir al-Azdiiy
as-Sijistaniy, Sunan Abi Daud, Juz 3(Beirut : Al-Maktabah Al-Ashriyah, 2009), h. 510.

32Muhammad lbn Ismail al-Bukhary, Sahih al-Bukhary Kitab al-Talak Bab al-ruju "
Ba’da al-Talaq, No 1234, Jilid 4, h. 232.
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Dari Sahabat Ibnu Umar menerangkan, bahwa sewaktu dia menceraikan
istrinya maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar: “Perintahkan agar ia
merujuk istrinya”. (HR Bukhori dan Muslim)

Hadits di atas adalah menggambarkan makna dari dalil al quran surah al
bagarah ayat 228 dan hadits di atas juga menjelaskan bahwa rujuk yang dilakukan
dalam perceraian itu diperbolehkan atas ketentuan syara’

Hadits Rasulullah SAW yang lainnya menjelaskan tentang rujuk terdapat
pada riwayat al Baihaqi sebagai berikut:

O3l 34 A gy e i 0l (6« i 05 3 G g0 50)
Ja J3 4530 G 108 A 26 4 gk Sl i g el Gl

B3 al 5 AV
Artinya:

"Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Amr, dari
Abdul Karim bin Malik al-Jazari dari Sa'id bin Jubair, dari Ali bin Abu
Thalib RA mengenai seorang laki-laki yang menceritakan istrinya,
kemudian ia membuat kesaksian untuk rujuk, sedangkan si istri tidak
mengetahui hal tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib Ra berkata, "wanita
tersebut tetap menjadi istri lelaki yang pertama, baik dikawini oleh orang
lain ataupun tidak (HR. al-Baihagqi)."

Hadis di atas menyatakan bahwa rujuk dari suami tidak memerlukan izin
dari istri, dan tidak ada keseragaman pendapat di kalangan ulama mengenai izin
rujuk dari istri. Bahkan, rujuk dianggap sah bahkan jika istri sedang tidak berada
di tempat (ghaib). Selain itu, rujuk dari suami tidak melibatkan "iwadh"

(pemberian hadiah/keuntungan) dan tidak memerlukan mahar, dan dalam hal ini,

3Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Musnad Imam al-Syafi'i, Terj.
Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 484.
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para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat. Lebih lanjut, hadis tersebut
menunjukkan bahwa suami lebih berhak untuk merujuk istrinya karena istri yang
telah diceraikan biasanya memiliki sedikit laki-laki lain yang berminat untuk
menikahinya. Juga, setelah menceraikan istri, suami sering kali merasa penyesalan
yang mendalam dan memiliki keinginan untuk kembali kepada istrinya, terutama
jika mereka memiliki anak bersama. Rujuk dianggap wajar karena keduanya
memiliki tanggung jawab dalam merawat anak, dan dengan memberikan kasih
sayang serta perhatian, amarah dapat menghilang.®*

a. Syarat dan Rukun Rujuk

Rujuk tidak dilakukan secara sembarangan tetapi mempunyai syarat dan
rukun yang harus dipenuhi. berikut adalah syarat-syarat rujuk sebagaimana
ditetapkan oleh ulama fikih.

1. Baligh Dan Berakal.

Para ulama fikih bersepakat bahwa syarat utama seorang suami untuk
rujuk adalah harus baligh dan berakal.

2. Lafaz Rujuk.

Syarat kedua untuk rujuk terletak pada pengucapan lafaz rujuk. Menurut
pandangan ulama fikih, suami yang akan merujuk harus menyatakan dengan jelas
keinginannya melalui lafaz atau bisa juga melalui sindiran. Sebagian ulama
berpendapat bahwa rujuk dapat dinyatakan langsung dengan perbuatan, tidak

hanya melalui kata-kata Masa iddah.

34Septia Novarisa, “Hak Istri Menolak Rujuk Persfektif Imam al-Syafi'i Dan Perundang-
undangan di Indonesia”, h. 31.



21

Syarat ketiga terletak pada si istri, yaitu harus berada dalam masa iddah.
Bila istri sudah lewat masa ‘iddahnya, maka tidak boleh lagi rujuk.

3. Dilakukan Langsung Oleh Suami.

Syarat keempat adalah bahwa rujuk harus dilakukan secara langsung oleh
suami atau pihak yang ingin merujuk istri. Sang suami tidak diizinkan untuk
memberikan persyaratan dalam rujuk. Sebagai contoh, jika suami menyatakan,
"Saya rujuk denganmu dengan syarat....", rujuk yang bersyarat semacam ini tidak
diperbolehkan. Proses rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa adanya
persyaratan yang diajukan oleh suami.®

ltulah empat syarat rujuk menurut ulama fikih. Penting untuk dicatat
bahwa rujuk hanya dapat dilakukan jika talak yang diberikan adalah talak raj'i,
yaitu talak pertama dan kedua. Talak ba'in, yang merupakan talak ketiga, tidak
diperbolehkan untuk rujuk. Selain itu, rujuk tidak dapat dilakukan jika talak
dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan seksual, atau talak pertama atau kedua
yang diberikan sebagai tebusan sejumlah harta dari pihak istri (khuluk). Selain itu,
rujuk juga tidak diizinkan jika perceraian keduanya melalui putusan
keadilan (fasakh).%

Selain memenuhi syarat-syarat rujuk tersebut, rujuk juga memiliki rukun
yang harus dipatuhi. Berikut adalah rukun rujuk yang harus dipenuhi agar rujuk

menjadi sah:

a. Istri sudah dicampuri oleh suami sebelum ditalak.

%Rizem Aizid, Figih Keluarga Terlengkap, (Cet. 1; Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 220.
%Rizem Aizid, Figih Keluarga Terlengkap, h. 221.
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b. Suami melakukan rujuk atas kehendak sendiri, bukan paksaan.

c. Rujuk dilakukan dengan sighat, bukan perbuatan (meskipun sebagian
ulama membolehkan). Adapun ulama yang menolak rujuk dengan
perbuatan adalah Imam al-Syafi'i. Menurutnya, rujuk tidak sah bila
dilakukan dengan perbuatan, karena ayat yang membolehkan rujuk
mensyaratkan adanya saksi. Dan rujuk yang dapat disaksikan hanyalah
rujuk dengan sighat, bukan dengan perbuatan.

4. Ada saksi. Tapi, mengenai saksi ini, para ulama berselisih pendapat
apakah hukumnya wajib atau sunnah.®’

b. Tata Cara Rujuk

Adapun Secara umum menurut para ulama, rujuk bisa dilakukan dengan
ucapan ataupun dengan perbuatan.

a. Dengan perkataan

Rujuk sah dilakukan dengan satu kalimat seperti lafaz raja’tuki yang
bermakna, “aku merujukmu”.

Lafaz rujuk tidak diharuskan untuk diucapkan langsung kepada istri. Oleh
karena itu, seseorang bisa saja hanya mengucapkan ikrar tersebut seorang diri
tanpa kehadiran istri, dengan mengatakan, "Aku merujuknya.” Dalam hal ini,
hukumnya dianggap sah. Kemudian, istri cukup diberitahu bahwa suaminya telah
merujuknya, dan istri tidak perlu menyaksikan langsung ucapan suaminya untuk
mengesahkan rujuk tersebut.

Bahkan dalam ikrar rujuk juga berlaku ucapan yang bersifat kinayah alias
kalimat bersayap tanpa menyebutkan kata rujuk. Misalnya suami berkata kepada
istrinya yang sedang dalam masa iddah, “Dirimu tetap milikku.” Maka kalimat itu

saja sudah cukup menjadi rujuk.

"Rizem Aizid, Figih Keluarga Terlengkap, h. 222.
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b. Dengan Perbuatan

Banyak ulama yang berpendapat bahwa rujuk dapat dianggap valid tanpa
memerlukan ucapan tertentu, dan sebagai alternatif, dapat dilakukan melalui
tindakan atau perbuatan, termasuk pertemuan atau hubungan intim.*

Menurut Pasal 167 KHI, tata cara rujuk adalah sebagai berikut:

1. Suami yang hendak merujuk istrinya, datang bersama-sama istri- nya ke
Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suami-istri dengan membawa penetapan
tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

2. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,
memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu
memenuhi syarat-syarat merujuk menurut Hukum Munakahat, apakah
rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah
perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.

3. Setelah itu, suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang
bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran
Rujuk.

4. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami-istri tentang hukum-hukum
dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk®

B. Tinjauan Umum Fikih Islam

1. Pengertian Fikih Islam

3Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2019). h. 434.

39Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), h. 107.
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Kata "fikih", dari segi etimologi, memiliki makna "pemahaman yang
mendalam”. Jika "pemahaman” dapat diterapkan pada aspek-aspek yang bersifat
nyata, maka fikih dapat diartikan sebagai pemahaman yang mengantarkan
pengetahuan luar kepada pengetahuan dalam. Oleh karena itu, al-Tirmidzi
menyatakan bahwa "fikih tentang sesuatu™ berarti memahami aspek yang
tersembunyi hingga ke dalamannya.*°

Secara definitif, fikih berarti "llmu tentang hukum-hukum syar'i yang
bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang tafsili".

Fikih menurut istilah artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan
tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam karena kemuliaannya*'Secara
terminologi Qadhi Baidhawi mendefinisikan Fikih:

A8 Y e el il e ) J&aYL AL
Artinya:

“Ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat amali (yang

berasal dari istinbath terhadap) dalil-dalil terperinci”

Dalam definisi ini, fikih diumpamakan dengan ilmu karena fikih dianggap
sebagai bentuk pengetahuan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa fikih
memiliki sifat yang bersifat probabilistik (zhanni). Fikih adalah apa yang dapat
dicapai oleh seorang mujtahid melalui penilaian dan kesimpulannya yang bersifat
probabilistik, sedangkan ilmu tidak bersifat probabilistik seperti fikih. Walaupun

begitu, karena keyakinan atau penilaian yang kuat dalam fikih, maka fikih

40 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 1 (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2011), h. 2.
41 Saifudin Zuhri, Ushul Figih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 9.
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dianggap mendekati konsep ilmu; oleh karena itu, dalam definisi ini, istilah ilmu
digunakan juga untuk merujuk kepada fikih.*?

Dengan kata lain, ilmu fikih adalah disiplin ilmu yang berupaya
memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi
Muhammad. Tujuannya adalah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang
telah dewasa, berakal sehat, dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil
pemahaman mengenai hukum-hukum Islam ini kemudian disusun secara
sistematis dalam berbagai kitab fikih dan dijadikan sebagai sumber hukum
dalam ilmu fikih.*,

2. Sistematika Penyusunan Fikih Islam
Hukum-hukum fikih mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dan
pembahasan mengenai sistematika fikih antara satu ulama dengan ulama lain
berbeda-beda. Adapun sistematika tersebut antara lain:
a. Sistematika Fikih Hanafi; Fugaha Hanafiah membagi Fikih ke dalam tiga
bagian pokok:
1. Ibadah: shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad.
2. Muamalah: transaksi materi berimbal, perkawinan, perselisihan,
amanah, dan harta peninggalan
3. Uqubah: gishash, hukuman pencurian, hukuman zina, gadzab dan

murtad

42 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, h. 3.

“Nuhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih”, Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2 (2018), h. 129.
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Pembagian seperti ini tidak bermaksud untuk mengabaikan topik
thaharah, karena thaharah dianggap sebagai kunci pembuka sekaligus syarat
untuk menjalankan shalat. Dengan demikian, secara implisit, topik thaharah sudah
termasuk dalam cakupan pembahasan tersebut. Fikih ibadah ditempatkan pada
tingkat yang tinggi dalam pembagian ini, mengingat tujuan pokok manusia
dalam penciptaannya.

Muamalah dalam Mazhab Hanafi mencakup nikah dan penempatannya
setelah ibadah, bersama dengan aspek-aspek lainnya. Hal ini disebabkan oleh
adanya unsur ta'abbudi-Nya dalam pernikahan itu sendiri. Pernikahan dianggap
sebagai bagian dari muamalah karena melibatkan aspek keuangan, seperti mahar
(imbalan kehormatan wanita), terdapat ijab dan qabul (pemberian dan
penerimaan), serta kesaksian. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai bagian
dari sistem peradilan.*

b. Sistematika Fikih menurut Maliki; ulama Mazhab Maliki membagi topik-
topik pembahasan fikih ke dalam empat bagian pokok:

1. Ibadah, mencakup satu perempat bagian yang pertama dari fikih.

2. Nikah, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya,

seperempat bagian kedua.

3. Jual beli, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, seper-

empat bagian ketiga

4. Peradilan serta persoalan-soalan yang berkaitan dengannya,

seperempat bagian keempat

4 Hidayatullah, figh, (cet. 1; Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad
al-Banjari Banjarmasin, 2019), h. 3-4
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Mazhab Hanafi mencakup beberapa bab, di antaranya thaharah (bersuci),
kurban, barang yang boleh dimakan dan diminum dalam keadaan bebas, sumpah,
dan perlombaan (musabagah). Perlombaan atau musabagah dimasukkan ke dalam
konteks ibadah dengan mempertimbangkan hubungannya dengan bab jihad. Hal
ini dikaitkan dengan ayat yang mendorong untuk berlomba-lomba dalam
kebaikan, di mana setiap perbuatan baik dianggap sebagai bentuk ibadah.

Pembahasan nikah di Mazhab Maliki disajikan sebagai bab tersendiri yang
terpisah dari muamalah, berbeda dengan pendekatan Mazhab Hanafi. Perbedaan
ini didasarkan pada argumen bahwa perkawinan dianggap sebagai tagarrub
(pendekatan) yang dianjurkan. Sebaliknya, bab muamalah dalam Mazhab Maliki
sering kali disebut sebagai jual beli, meskipun pembahasannya mencakup topik-
topik yang serupa dengan bab muamalah dalam mazhab Hanafi. Argumen di balik
penempatan jual beli setelah nikah adalah bahwa keduanya merupakan dua

transaksi yang terkait dengan kelanggengan masyarakat dunia.*®

Sistematika ini diaKHIri dengan peradilan serta persoalan-persoalan yang
berkaitan dengannya, termasuk faraidh. Penutupan ini dilakukan karena bagian-
bagian sebelumnya, seperti nikah dan muamalah, merupakan bidang interaksi
antar anggota masyarakat yang kadang-kadang menimbulkan perselisihan dan
untuk menanggapi atau menyelesaikan perselisihan tersebut, diperlukan peradilan.
Oleh karena itu, penutupan dengan pembahasan peradilan dan persoalan-persoalan
yang terkait, termasuk hukum faraidh.

Sistematika fikih al-Syafi'i; Ulama al-Syafi'i membagi topik-topik fikih ke

dalam empat bagian pokok:

“Hidayatullah, figh, h. 4.
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1. Ibadah

2. Muamalah

3. Nikah

4. Jinayat

Topik yang pertama dibahas adalah ibadah, karena tujuan utama dari ilmu
fikih adalah mencapai kebahagiaan seseorang di dunia dan di aKHIrat.
Keberhasilan pelaksanaan ibadah yang baik atau tidaknya sangat mempengaruhi
kebahagiaan seseorang.

Muamalah menempati urutan kedua, berbeda dengan Mazhab Maliki.
Perbedaan ini karena hanya dengan muamalah kehidupan manusia dapat
berlangsung dan juga karena untuk keberhasilan dunia sebagai faktor pokok untuk
keberhasilan di hari esok.

Pembahasan tentang nikah ditempatkan setelah bagian mu'amalah, karena
kebutuhan terkait dengan nikah dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan
kebutuhan pada muamalah. Hal ini dikarenakan, yang pertama kali menjadi
prioritas manusia dalam mempertahankan hidupnya adalah memenuhi kebutuhan
dasar, dan setelah berhasil memenuhi kebutuhan tersebut, manusia kemudian
memikirkan tentang pernikahan.

Sistematika ini diaKHIri dengan jinayah, karena bahwa apa yang terdahulu
itu adalah sebagai sebab terjadinya pergesekan antara pribadi yang sering kali
menimbulkan penganiayaan satu pihak atas pihak yang lain.

c. Sistematika Fikih Hambali; fugaha Hambali menyusun topik-topik fikih
ke dalam lima bagian pokok:

1. Ibadah

2. Muamalah

3. Jinayat
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4. Qadha dan khusumah

Bab ibadah menempati urutan pertama, yang sama dengan Mazhab
sebelumnya. Pentingnya masalah ini karena sesuai dengan tujuan pertama dan
terakKHIr penciptaan makhluk, sesuai dengan firman Allah Swt. (Q.S. adz-

Dzhariat, 51:56.) )
Osxal V) GuiY) s el Sl

Terjemahnya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah

kepadaku.” 46

Fugaha Hambali memprioritaskan pembahasan bab muamalah di atas bab
nikah karena mereka menganggap sebagian hal dalam muamalah merupakan
kebutuhan penting manusia setelah beribadah. Selanjutnya, urutan pembahasan
adalah munakahat, yang urutannya sama dengan sistematika Mazhab al-Syafi'i.
Perbedaan mencolok terdapat pada bab jinayah dan bab gadha yang dibahas
secara terpisah, sementara dalam tiga Mazhab sebelumnya, keduanya termasuk
dalam satu bab yang disebut bab ahkam al-gadha dapat dipahami bahwa
pembagian fikih menurut mazhab ini, penuh dengan perhatian/kesungguhan,
menempatkan ide-ide pertimbangan mereka yang sesuai dengan masa dan

generasi mereka*’

4% Kementerian Agama Rl, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h.
766.

47 Hidayatullah, figh, h. 5.
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C. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata "kompilasi” berasal dari Bahasa Latin "compilare,” yang kemudian
berkembang menjadi “"compilation™ dalam bahasa Inggris dan "compilatie” dalam
bahasa Belanda..

Dalam Kamus Lengkap kata compilation diterjemahkan sebagai karangan
yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain."

Dengan merinci kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompilasi
adalah tindakan mengumpulkan berbagai bahan tertulis dari berbagai buku atau
tulisan yang berkaitan dengan suatu persoalan tertentu. Proses ini melibatkan
pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang ditulis oleh berbagai penulis yang
berbeda, kemudian disusun dalam suatu buku tertentu. Tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk memudahkan akses terhadap semua informasi yang diperlukan
dalam satu sumber yang terorganisir.

Menurut kamus Black (Black's Law Dictionary), kompilasi adalah produk
tertulis yang merupakan hasil karya orang lain dan diorganisir secara teratur.
Dengan demikian, kompilasi hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan
ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.*®

Hukum Islam dalam konteks keluarga, yang dituangkan dalam bentuk
tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat
muslim. Sejak dibentuknya Peradilan Agama yang memiliki kewenangan dalam
menyelesaikan permasalahan hukum keluarga, terasa penting untuk memiliki

kerangka hukum keluarga Islam yang tertulis. Dengan demikian, muncul gagasan

“BAsriati, “Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di
Indonesia”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10 No. 1 (2012), h. 24.
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penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya untuk menemukan pola fikih
yang sesuai dengan konteks Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual.°

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah
berlangsung lama, sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia dan
kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam di tanah air.
Kehadiran KHI di Indonesia merupakan pencapaian signifikan yang diraih oleh
umat Islam. Kehadirannya memastikan bahwa tidak ada lagi pluralisme dalam
Keputusan Peradilan Agama di Indonesia, karena kitab yang dijadikan rujukan
oleh hakim Peradilan Agama menjadi seragam. Selain itu, fikih yang sebelumnya
belum diakui secara positif, telah diubah menjadi hukum positif yang berlaku dan
mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting lagi, KHI
diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia karena
didasarkan pada tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan tidak
akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin
melaksanakan Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I: Tentang
perkawinan, Buku IlI: Tentang kewarisan, dan Buku Ill: Tentang perwakafan.
Dalam kerangka sistematikanya, setiap buku dibagi menjadi beberapa BAB, dan
kemudian setiap BAB dapat terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang lebih rinci,

yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal

“SHikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, Jurnal Ajudikasi, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, h. 39-52.
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Buku I Hukum Perkawinan terdiri atas 19 BAB meliputi 170 pasal, Buku
Il Hukum Kewarisan terdiri atas 6 BAB meliputi 43 pasal (Pasal 171- 214). Buku
[11 Hukum Perwakafan. Terdiri atas 5 BAB, meliputi 12 pasal (Pasal 215-2. 28).%°

Perlu dicatat bahwa pembagian dan implementasi hukum Islam dapat
bervariasi di berbagai negara yang menerapkan hukum Islam. Contohnya, negara
seperti Arab Saudi dan Iran memiliki sistem hukum yang didasarkan pada syariah
Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, negara-negara dengan
mayoritas Muslim lainnya mungkin memiliki sistem hukum yang lebih campuran,
di mana hukum Islam berlaku dalam bidang-bidang tertentu, seperti hukum
keluarga, sementara bidang-bidang lainnya mungkin menggunakan hukum sekuler
atau campuran hukum. Variasi ini mencerminkan perbedaan interpretasi dan
implementasi hukum Islam di berbagai konteks budaya dan politik.

Penting untuk diingat bahwa penafsiran dan implementasi hukum Islam
dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, penting

untuk mengkaji hukum-hukum yang berlaku di negara tertentu.

50 Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di
Indonesia ”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10, No.1, Januari 2012, h. 26.
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BAB Il1
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Fikih Islam
1. Pandangan Ulama Tentang Hak Rujuk

Menurut kesepakatan ulama fikih, seorang suami yang menjatuhkan talak
memiliki hak untuk kembali mengakui istrinya. Selain itu, berdasarkan perspektif
Mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik, suami dapat melakukan tindakan ini selama
istri masih berada dalam masa iddah, tanpa perlu meminta izin atau persetujuan
dari mantn istrinya.>! Ulama fikih sepakat dalam pandangan mereka mengenai hak
rujuk yang dimiliki oleh suami. Hak rujuk suami dianggap mutlak, tanpa

memperhatikan kesediaan istri untuk rujuk kembali atau tidak.®

Secara umum, keberadaan talak tidak mengartikan bahwa suami dan istri
tidak dapat bersatu kembali. Talak tidak secara otomatis membuat hubungan
suami istri terputus selamanya. Namun, keduanya masih memiliki kemungkinan
untuk hidup bersama seperti sebelum talak terjadi, yaitu melalui hak suami untuk
merujuk bekas istrinya.>® Dengan demikian, kemungkinan untuk merujuk terbuka
setelah melewati masa iddah, terutama ketika muncul keinginan tiba-tiba untuk
bersatu lagi karena masih ada rasa sayang atau cinta di antara keduanya. Terlebih
lagi, kenangan indah selama pernikahan dan pengalaman hidup bersama dalam

rumah tangga dapat membangkitkan keinginan untuk merujuk. Dalam konteks

SIMuhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam, edisi kedua, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 290.

52 Muhammmad Mustofa Dib al-Bugha, dkk. Fikih Manhajf, terj. Misrah (Yogyakarta:
Darul Uswah, 2012), h. 721.

% Dhevi Nayasari, “Pelaksanaan Ruju’ pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lamongan”. Jurnal Independent. Vol. 2, No. 1, Februari 2012, h 85.
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Islam, hak rujuk akan lenyap setelah masa iddah istri berakHIr.>* Jika telah
selesai masa iddah, dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan

melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.>®

Dalam pandangan Imam al-Syafi'i yang tertulis didalam karyanya dengan

judul "al-Umm" terdapat ungkapan sebagai berikut:

G2 4 Hal a3 Gal £ 550 055 G All Jas G Al daa ) (il J6)
ALY ey 3aa A o e L Y5 daa 5 dsda W ol 5 i 8 53l
Gilads) Jap 5o Al 08 LA gish & L L 5l ¥ adle 1l Y \gdle
SO {alld o8 (a3 Gal

Artinya :
Oleh karena Allah swt. menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk
kepada istrinya di masa iddah, maka tampak jelas bahwa istri tidak
boleh menghalangi suami untuk rujuk, dan istri tidak berhak atas
pengganti rujuk sama sekali, karena rujuk merupakan hak suami

terhadap istri, bukan hak istri terhadap suami. Tidak ada kewenangan
apapun bagi istri dalam perkara yang menjadi hak suami.

Menurut penjelasan Imam al-Syafi'i dalam kitabnya, disebutkan bahwa
rujuk dianggap sebagai hak mutlak suami terhadap istrinya selama masa iddah.
Oleh karena itu, bagi istri, tidak ada hak untuk menolak atau menggantikan
rujukan suaminya. Rujuk dianggap sebagai hak yang dimiliki suami terhadap
istrinya, dan bukan sebagai hak yang dimiliki istri terhadap suaminya. Hal ini
membuktikan bahwa menurut penafsiran beliau tidak ada hak rujuk istri. Bahkan

istri  tidak mempunyai hak untuk menolak maupun diberi hak untuk

5 Wahbah Zuhaili, Figihul Islamiyah Waadillatuhu Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).
h. 384.

% Syaikh Ahmad Jad, Figih Wanita dan Keluarga, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), h 466.

%6 Al-Ilmam Muhammad bin Idris As-Al-Syafi'i, Al-Umm, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-
limiyyah, 1993), h. 621.
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menyampaikan pendapatnya ketika sang suami menghendaki rujuk kepada

mantan istrinya.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa: “Rujuk dapat dilakukan dengan cara
suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, Saksikanlah bahwa saya telah
rujuk kepada istri saya, atau saya kembali kepadanya, atau saya kembali
menahannya. Walaupun hal tersebut tanpa di hadapan walinya, tanpa mahar
tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya. Jika suami menggauli istrinya

berarti ia telah rujuk kepada istrinya”®’

Ibnu Munzir menyatakan bahwa ketentuan tentang rujuk dianggap sebagai
hak prerogatif suami, dan pandangan ini merupakan kesepakatan di kalangan

ulama (Ijma).

L 5 4Rub A0 calsp 8540 4a 55 Gl 1) 540 G e 13l

SBaal) (il A Lgiad 5 Gal 4

Artinya :
“Dan ulama sepakat bahwa seoarang suami yang merdeka apabila
mentalak istrinya yang merdeka dan telah digaulinya baik talak satu
atau dua maka laki-laki tersebut berhak merujuknya hingga selesai
iddahnya”.

Lebih tegas Ibnu mundzir mengatakan:
591 all IS Cub 8 )5 8301 L aala e JASN D) AR3 5N G ) sadl
Artinya:
“Dan ulama sepakat bahwa rujuk diserahkan kepada laki-laki selama masa

iddah sekalipun perempuan itu tidak suka”.®

57 Ibnu Qudamah, Umdatul Figih, (Beirut: Maktabah Ashriyyah, 2004), h 203.
58 |bnu mundzir, al-ljma’, (Uni Emirat: Maktabah al-Furgon, 1999), h. 126.

59 lbnu mundzir, al-ljma’, h. 126.



36

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut fikih,
suatu tindakan rujuk dapat dilakukan oleh suami tanpa mempertimbangkan
persetujuan istrinya. Meskipun seorang istri memiliki hak dan kewajiban yang
seimbang dalam rumah tangga, namun dalam konteks rujuk, suami tetap memiliki
posisi yang lebih tinggi daripada istri. Melihat rukun rujuk yang ditentukan oleh
ulama fikih, suami menjadi faktor sentral dalam terwujudnya rujuk dalam sebuah
rumah tangga. Hak talak dan hak rujuk berada pada suami, dan keduanya tidak
memerlukan persetujuan istri. Selama masa iddah talak ra; i, suami dapat merujuk
istrinya hanya dengan pernyataan kembali, tanpa perlu melibatkan akad baru dan

tanpa disertai mahar.

2. Metode Istinbat Hukum yang Digunakan Para Ulama dalam

Menetapkan Hak Rujuk Suami.

Untuk mengetahui metode istinbay hukum yang digunakan para ulama
dalam menetapkan hak rujuk suami tanpa izin istri, terlebih dahulu harus
diketahui dalil apa saja yang digunakan ulama dalam menetapkan hak rujuk suami
tersebut. Dasar hukum rujuk yaitu al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 228-229.
Kemudian, dasar hukum lainnya vyaitu ketentuan surat al-Talaq ayat 2.

Selanjutnya, dalil yang lebih rinci ditemukan dalam surat al-Bagarah ayat 231.

Berdasarkan dalil- dalil di atas ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak
suami yang tidak memerlukan izin dari istri, sebagaimana halnya dengan talak.

Hak prerogatif suami menentukan rujuk atau tidak, dan istri diharapkan menerima

8 1bnu mundzir, al-ljma’, h. 126.
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keputusan suami tanpa perlu membicarakannya terlebih dahulu. Muncul pendapat

ulama bahwa rujuk bi al-fi /i (dengan perbuatan) adalah sah dalam konteks ini.

Para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tanpa izin istri
menggunakan metode istinbatr hukum yang tampaknya mengadopsi metode
bayani atau lughawiyyah. Metode ini fokus pada kaidah kebahasaan dalil al-
Quran. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam dalil-dalil rujuk dianalisis secara teliti
untuk mencapai pemahaman yang konsisten. Dari pemahaman tersebut, dihasilkan
suatu produk hukum yang menjadi dasar penentuan hak rujuk suami dalam
konteks ini. Pendapat ulama ini berdasarkan Qs. al-Bagarah ayat 228 yang

berbunyi:

Wi 33051 &) 15 3 Gy ol Gl 5

Terjemahnya:

“Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam

(masa) itu, jika mereka menghanghendaki perbaikan.”(Q.S al-bagarah

228)6t
Menurut al-Qurthubi kata C#3sx3 yaitu suami-suami mereka , 4s~ meupakan
jama’ dari J=, asal maknanya adalah tuan atau pemilik. Kata J= digunakan untuk
z 50 karena tingginya kedudukan suami terhadap istri dengan segala sesuatu yang

ia miliki dan dapatkan dari perkawinan. &»33 33l yaitu yang paling berhak

61 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 55.
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merujuk atau mengembalikan para istri kepada mereka éh «* yaitu pada masa

iddah. \&1a) 1335 jika mereka menginginkan islah .52

Menurut al-baidhawi dalam tafsirnya Tafsir al-Baidhawi hak mutlak
suami mengenai rujuk ini tercantum dalam potongan ayat surat di atas yang
berbunyi  \sdzal 13350 & Al & iy Gal Gl ais yang bermakna “dan suami-
suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu” para ulama tafsir , di
antaranya adalah al-Baidhawi berpendapat bahwa kalimat a3ia) 350 &) dalam
surah al-Bagarah ayat 228 bukanlah merupakan bentuk syarat. Menurutnya,
bahwa kalimat tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai syarat, tetapi hanya
merupakan tahridh®®, yakni kembalinya mantan suami kepada mantan istri

hendaklah dimaksudkan untuk islah, dan bukan menyakiti atau melukainya.

“Demikian pula dalam memahami kata &~l. Para ulama ahli tafsir,
mengartikan kata tersebut bukan sebagai bentuk tafdhil, yang mengandung arti
lebih berhak. Akan tetapi, mereka mengartikan sebagai kata biasa (tidak
mempunyai makna tafdhil.® Hal ini merupakan bukti bahwa menurut penafsiran
mereka tidak ada hak rujuk bagi seorang perempuan, bahkan mereka tidak
mempunyai hak sama sekali untuk menolak atau diberi hak untuk dimintai
pendapatnya, apabila mantan suami menghendaki rujuk untuk kembali kepada
mantan istrinya”

Berdasarkan ayat-ayat terkait rujuk, ulama tidak memberikan hak apa pun

kepada istri. Ini berbeda dengan masalah talak, di mana seorang istri memiliki hak

62 Al-gurthubi, al-jami liahkami al-qur’an (maktabah syamilah) h. 119.
83 Al-Baidhawi, Tafsir al-Baidhawi, Juz 1, h. 516.
64 Al-Baidhawi, Tafsir al-Baidhawi, h. 516.
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untuk menuntut cerai (khuluk) jika mengalami gangguan dalam kehidupan rumah

tangganya yang berasal dari pihak suami.

Ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami, mirip
dengan talak, dan tidak memerlukan izin dari istri. Dalam konteks ini, istri

diharapkan menerima keputusan suami mengenai rujuk atau tidak.%

Ibnu Rusyd menambahkan bahwan Menurut ulama Mazhab, baik Hanafi,
Maliki, al-Syafi'i, dan Hambali, beserta pengikut-pengikutnya, menyatakan bahwa
ketentuan al-Bagarah ayat 228, ayat 229, ayat231, kemudian ketentuan surat at-
Talaq ayat 2 bersifat umum (‘am). Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan
hak penuh kepada suami untuk merujuk istrinya tanpa menimbang adanya izin
dan persetujuan dari istri. Sementara itu, tidak ada dalil yang khas (khusus) baik
dalam al-Quran maupun hadits yang mengharuskan rujuk ada izin istri. Atas
pertimbangan itulah, ulama menetapkan rujuk merupakan hak suami yang tidak

memerlukan izin istri.®

Dalam fikih empat Mazhab, izin istri tidak disebutkan sebagai syarat atau
rukun dalam proses rujuk. Imam Hanafi menyatakan bahwa rukun rujuk hanya
melibatkan ucapan rujuk. Mazhab Maliki, al-Syafi'i, dan Hambali menyatakan
bahwa rukun rujuk mencakup ucapan rujuk dan kehadiran suami. Imam Malik
menambahkan bahwa suami dapat rujuk dengan perbuatan asalkan disertai niat

untuk rujuk. Imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perbuatan, bahkan tanpa

% Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: juz 3, (kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 155.
% lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: juz 3, h. 155.
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disertai niat. Sementara itu, Imam al-Syafi'i tidak membolehkan rujuk dengan

perbuatan, melainkan hanya dengan kata-kata.®’

Dalam kitab "Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al Muqgtashid" karya Ibn
Rusyd, disebutkan bahwa kaum Muslim sepakat bahwa suami memiliki hak untuk
merujuk istrinya pada talak raj’i selama masih dalam masa iddah, tanpa

mempertimbangkan keridhaan istri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut para ulama, seorang
istri yang telah ditalak raj i selama masa iddah tidak memiliki hak mutlak untuk
menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya. Suami memiliki hak untuk
kembali kepada mantan istrinya selama masa iddah, dengan tujuan memperbaiki
dan menggaulinya kembali dengan baik. Namun, jika niatnya adalah untuk
menyakitinya dan mencegahnya menikah dengan orang lain, hal ini dianggap
tidak baik. Tindakan tersebut tidak mencerminkan perlakuan baik seorang suami
terhadap istrinya, dan sekaligus menghambat kemungkinan pernikahan istri

dengan orang lain, yang dapat dianggap sebagai perbuatan dosa kepada Allah.58

Seorang wanita yang telah ditalak umumnya memiliki sedikit peluang
untuk menikah kembali. Oleh karena itu, mantan suami dianggap lebih berhak
untuk mengembalikannya ke dalam pernikahan, terutama jika ia merasa menyesal
setelah memberikan talak. Faktor-faktor seperti keberadaan anak-anak dalam
hubungan tersebut dapat memperkuat ikatan kasih sayang dan tanggung jawab,

yang mungkin dapat mengatasi amarah mantan suami. Dalam konteks rujuk, tidak

57 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: juz 3, h. 155.
% Musthofa Al Marghi, Tafsir Al-Maroghi (Beirut: Dar al fikr,1974), h. 285.
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diperlukan pendapat atau izin khusus dari mantan istri, mengingat kecenderungan

alamiah suami untuk ingin mengembalikan hubungan tersebut.5°
3. Hak Istri Menolak Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup aturan-aturan rujuk yang
terperinci. Meskipun sebagian besar penjelasannya bersumber dari fikih, KHI
melangkah lebih maju dalam hal proses, menambahkan aspek-aspek tertentu
untuk memberikan kerangka kerja hukum yang lebih komprehensif daripada fikih
itu sendiri. Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam KHI diatur dalam Bab

XVIII pasal 163 sampai pasal 169 sebagaimana berikut :

BAB XVIII Rujuk
Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa ‘iddah
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali
atau talakyang dijatuhkan qobla al-dukhul.

b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-

alasan selain zina dan khuluk.”

Pasal 164

8 Musthofa Al Marghi, Tafsir al-Maroghi (Mesir; al-halabi), h. 278.

70 Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia , 2020), h. 47.
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Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas
kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

disaksikan dua saksi.”*
Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak

sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama.
Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan
bila bukti tersebut, hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang megeluarkannya semua.”?
Bagian Kedua Tata Cara Rujuk
Pasal 167

1. Suami yang hendak merujuk istrinya dating bersama-sama istrinya
kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pecatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suami iteri dengan membawa penetapan
tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai

Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatn Nikah.

"1 Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, h. 47.

2 Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, h. 48.
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3. Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah
memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi
syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang
akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj’i, apakah perempuan
yang akan dirujuk adalah istrinya.

4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang
bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran
Rujuk.

5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau
Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami istri tentang
hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan

rujuk”™
Pasal 168

1. Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani
oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai
dikirim kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya,
disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat
dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai
Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari

sesudah rujuk dilakukan,

3 Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, h. 49.
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3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu
Pegawai Pencatatan Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar

kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.’
Pasal 169

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya
rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat
berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami istri
masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut
contoh yang ditetapkan oleh Menteri Negara.

2. Suami iteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran
rujuk tersebut dating ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya
talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah
masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh
Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta
Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

3. Catatan yang dimaksudkan ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk,
tangggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku

Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.”

Dan istilah rujuk secara global juga ditemukan dalam beberapa Bab lain,

yaitu Bab Il pasal 10 Bab XVI pasal 118 dan Bab XVI1I pasal 150.

Di dalam pasal 163 KHI dijelaskan:

74 Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, h.50.
5 Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, h. 50.
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1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali

atau talak yang dijatuhkan gabla al dukhul.

b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan

atau alasan-alasan selain zina khuluk.”®

Selanjutnya pada pasal 164 dan 165 ada penjelasan yang sangat signifikan

dan berbeda dengan fikih yaitu:

“Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan
keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai

Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”.

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan

tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.”’

Berkenaan dengan tata cara rujuk dijelaskan pada pasal 167, pada ayat 2
disebutkan bahwa “rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”®

Secara umum, menurut ulama Indonesia bahwa istri memiliki hak untuk

menolak rujuk suami. Hal ini didasarkan pada Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam

6 Melalla s djaja, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang undang
Perkawinan Indonesia, Edisi Lengkap, (Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009), h. 280-324.

7 Melalla s djaja, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang undang
Perkawinan Indonesia, Edisi Lengkap, h. 280-324.

8 Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, h. 49.
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(KHI) yang berbunyi: "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat

dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama Islam."

Pasal ini memberikan hak kepada istri untuk menolak rujuk suami, dan
jika suami tetap memaksakan rujuk tanpa persetujuan istri, maka rujuk tersebut
dapat dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama Islam. Pendapat ini didukung
oleh beberapa ulama Indonesia, di antaranya:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH., M.Ag., berpendapat bahwa: "lIstri
memiliki hak untuk menolak rujuk suami, karena rujuk adalah hak suami,
bukan hak istri. Istri berhak untuk menolak rujuk jika ada alasan yang sah,
seperti merasa tidak aman, tidak nyaman, atau tidak mencintai lagi
suami.""

2. Dr. H. Abdul Wahab Khalaf, SH., berpendapat bahwa: "Istri memiliki hak
untuk menolak rujuk suami, karena rujuk adalah hak suami yang tidak
wajib dilaksanakan. Istri berhak untuk menolak rujuk jika ada alasan yang
sah, seperti merasa tidak aman, tidak nyaman, atau tidak mencintai lagi
suami."&

3. Dr. H. Mahfud M.D., berpendapat bahwa: "Istri memiliki hak untuk
menolak rujuk suami, karena rujuk adalah hak suami yang dapat dibatasi

oleh hak istri. Istri berhak untuk menolak rujuk jika ada alasan yang sah,

% M. Khoirul Hadi, Oforitas Perempuan Menolak Ruju’ dalam Pendekatan Gender dan
maslahah, PALASTREN, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, h. 103.

8 M. Khoirul Hadi, Otoritas Perempuan Menolak Ruju’ dalam Pendekatan Gender dan
maslahah, h. 110.
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seperti merasa tidak aman, tidak nyaman, atau tidak mencintai lagi
suami."8t

4. KH. M. Hasyim Muzadi, Ketua Umum MUI periode 2000-2005,
menyatakan bahwa hak istri untuk menolak rujuk adalah bentuk
perlindungan hukum bagi perempuan. Perempuan berhak untuk
menentukan nasibnya sendiri, termasuk apakah ia ingin kembali ke suami
atau tidak.®?

5. KH. Ahmad Muwafig, Ketua MUI Jawa Timur periode 2018-2023,
menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami, tetapi istri juga berhak untuk

menolak rujuk jika ada alasan yang kuat.

6. Prof. Dr. H. Quraish Shihab, cendekiawan muslim Indonesia, menyatakan
bahwa hak istri untuk menolak rujuk adalah bentuk keadilan dan

kesetaraan gender.%

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa seorang suami yang berencana
untuk merujuk mantan istrinya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu
dari mantan istrinya tersebut. Bahkan, dalam mengatasi situasi ini, KHI lebih
ketat, di mana rujuk yang dilakukan secara paksa oleh suami tanpa persetujuan

istri yang menolak dapat dianggap tidak sah menurut Putusan Pengadilan Agama

8 M. Khoirul Hadi, Otoritas Perempuan Menolak Ruju’ dalam Pendekatan Gender dan
maslahah, h. 113.

82 Wawancara: "KH. Hasyim Muzadi: Poligami dan Hak Istri Menolak Rujuk," Tempo,
25 Januari 2004.

8 Wawancara: "Ahmad Muwafig: Rujuk Tanpa Persetujuan Istri Tidak Sah," Gatra.com,
15 Oktober 20109.

84 Ceramah: "Membangun Keluarga Sakinah,"” Cordova Channel, YouTube, 27 April
2020.
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(Pasal 164 dan 165). Perlu dicatat bahwa persyaratan ini berbeda dengan
penjelasan dalam kitab fikih yang tidak mengharuskan persetujuan istri. Selain itu,
persyaratan administratif yang ditegaskan juga merupakan perkembangan
pemikiran yang berbeda dari yang terdapat dalam kitab fikih.

Setelah peneliti melihat seluruh pasal yang mengatur tentang rujuk dan
permasalahannya dalam KHI, dan mengaitkannya dengan pasal-pasal lain yang
dianggap cukup signifikan, peneliti memahami bahwa faktor utama yang
mendorong KHI untuk menetapkan bahwa seorang suami yang akan merujuk
harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya adalah ketentuan yang
mencakup hak talak. Hak talak dalam peraturan perundang-undangan, termasuk
KHI, tidak bersifat mutlak bagi suami. Menurut KHI, talak tidak dapat
diberlakukan secara sepihak karena memerlukan izin dari Pengadilan dalam
pelaksanaannya. Pengadilan memberikan izin untuk memberikan talak apabila ada
persetujuan dari istri. Oleh karena itu, yang memiliki kepentingan dalam rujuk
adalah baik suami maupun istri, dan persetujuan istri dianggap perlu dalam proses
ini.

Di samping itu, dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974%dan Pasal 3 KHI
dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawadah warahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan istri yang
dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya

pemeliharaan keutuhan rumah tangga (perkawinan) yang disyari’atkan Islam,

8 Melalla s djaja, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang undang
Perkawinan Indonesia, Edisi Lengkap, h. 280-324.
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salah satunya dengan rujuk dapat terwujud jika ada kerelaan istri®. Jika tidak,
rujuk itu akan berakibat sia-sia saja. Untuk itulah, KHI memandang persetujuan
istri dalam hal rujuk ini diperlukan.

Menurut KHI, pada hakikatnya rujuk ini merupakan kawin kembali
dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya, perkawinan itu harus didasarkan
atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri,
sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI, yaitu bahwa
“perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” maka
begitu juga dengan rujuk, haruslah didasarkan atas persetujuan mantan suami dan
mantan istri yang bersangkutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa
melakukan rujuk itu tidak beda dengan melakukan akad nikah. Artinya ada

persetujuan mantan istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan hak dan kedudukan suami istri yang
seimbang dalam rumah tangga dan sama-sama berhak melakukan perbuatan
hukum, jelaslah bahwa rujuk yang dilakukan itu harus didasarkan atas rasa suka
sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan.
Hal ini dapat dipahami dari pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 79 ayat 2 dan

3 KHLY

Dari sisi lain, pasal 164 dan 165 KHI menegaskan bahwa mantan istri

berhak melakukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya di hadapan

8 Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, h. 2.

8 Melalla s djaja, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang Undang
Perkawinan Indonesia, Edisi Lengkap, h. 16.
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PPN, kemudian Pengadilan Agama bisa menyatakan tidak sah dengan
keputusannya. Adapun kata “dapat” yang tercantum dalam KHI tersebut dapat
diambil pengertian “dapat membatalkan atau tidak dapat membatalkan”. Hal ini
penulis samakan kata “dapat” dengan kata “bisa” Sama halnya dengan penafsiran
kata “bisa” pada pasal 22 UU No.1 tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan
yang menyatakan bahwa pengertian “bisa” pada pasal ini diartikan “bisa batal atau
bisa tidak batal” tergantung kepada pertimbangan hakim yang memeriksa perkara

tersebut.

Kemudian apabila dikaji kembali penafsiran kata “ahaqqu” yang ada
dalam QS. al-Bagarah ayat 228 yang diartikan dengan “suami lebih berhak”
berarti masih ada yang berhak selain mantan suami. Dengan demikian, kata
“ahaqqu” tersebut tidaklah menafikan hak istri dalam melaksanakan rujuk. Boleh
jadi dari sinilah para perumus KHI mensyaratkan rujuk harus ada persetujuan dari
mantan istri.

Ketentuan rujuk dalam KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana
karena mengambil jalan tengah antara suami istri yakni suami mempunyai hak
untuk rujuk dan istri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk sesuai
dengan pasal 165 KHI.2° Dengan demikian, ada keseimbangan hak antara laki-laki

dan perempuan.

Dalam hal rujuk ini, memang sebaiknya istri diberi kesempatan atau hak

untuk menentukan apakah ia mau menerima rujuk yang dikehendaki oleh suami

8 Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, ( Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2007), h. 449.

8 Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, h. 48.
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atau menolaknya. Ketentuan rujuk dalam KHI berdasarkan pada hak dan martabat
perempuan. Islam memberikan kehormatan dan beberapa hak kepada perempuan
dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perkawinan. Antara suami istri
diadakan hak dan kewajiban secara timbal balik di mana perempuan yang menjadi

istri pun mempunyai hak sebagaimana juga mempunyai kewajiban.

Menurut peneliti, KHI tidak bertujuan untuk mengurangi hak-hak suami
dalam kasus rujuk, melainkan berusaha untuk mengaturnya agar kepentingan
masing-masing pihak dapat terlindungi. Dalam konteks ini, terlihat bahwa KHI
berupaya menjaga kesejahteraan bersama suami dan istri, tidak hanya untuk
kepentingan mantan suami, melainkan juga untuk kepentingan mantan istri.
Dengan demikian, tujuan dari istilah "in aradu ishlaha" *°(bermaksud melakukan
islah dan kebaikan) sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Bagarah ayat 228 Yang

sudah dibahas sebelumnya yang berbunyi:

AT G 1 05 of 0 U W3 328 8 Gy it 5 el
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Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga
kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa
yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada
Allah dan hari AKHIr. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali
kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.
Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan

% |bnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir ,h. 449.
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atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S al-Bagarah
228)%

Perkembangan zaman semakin hari semakin pesat. Demikian halnya
dengan hukum Islam. Terkadang apa yang tersurat dalam nash al-Qur’an maupun
hadits tidak sesuai dengan kultur masyarakat zaman sekarang. Oleh sebab itu
perlu adanya reformasi hukum agar sejalan dengan tuntutan zaman namun tetap
berpegang pada al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan
permasalahan hukum kontemporer. Seperti halnya dalam masalah penolakan rujuk

yang dilakukan oleh mantan istri dalam masa iddah talak ra; 'i.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa sekalipun
fuqoha’ berpendapat bahwa rujuk adalah hak untuk suami, sehingga istri tidak
berhak menolaknya, tetapi menurut peneliti untuk melaksanakan hak tersebut
suami harus memperhatikan syarat-syarat tertentu, misalnya tidak memberi
mudharat kepada istri. Dengan demikian, secara logis dapat dipahami bahwa
mereka juga berpendapat bahwa istri berhak menolak rujuk tersebut, tetapi hanya
terbatas selama suami memaksakan rujuknya yang berkemungkinan besar
berakibat istri tersebut teraniaya. Jika suami melakukan rujuk dan istri tidak

teraniaya, maka istri tidak berhak menolaknya sekalipun ia tidak suka.

Menurut fuqoha’ hak mutlak yang dimiliki oleh suami untuk rujuk itu
disyaratkan bukan untuk penganiayaan tetapi untuk kebaikan dan perdamaian.
Tidak teraniaya istri apabila dirujuk oleh suaminya itu juga isyarat bahwa rujuk

itu memerlukan persetujuan dari pihak istri. Dengan demikian dapat dipahami

91 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 55.
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bahwa suami mempunyai hak penuh dalam melakukan rujuk apabila didasari
untuk kebaikan suami dan istri tersebut, sehingga istri tidak berhak menolak
rujuk suaminya. Tetapi apabila rujuk yang dilakukan tersebut dapat
menimbulkan mudharat bagi istri, maka istri punya hak untuk menolaknya.
Begitu juga dengan ketentuan yang dimuat dalam KHI, seorang istri mempunyai
wewenang menolak suaminya rujuk dengan cara mengajukan penolakan ke
Pengadilan Agama yang disertai alasan-alasan penolakan tersebut. %

Apabila alasan penolakan rujuk tersebut dapat diterima, maka tuntutan
penolakan rujuk itu dapat dikabulkan, sehingga rujuk tersebut dinyatakan tidak
sah (batal). Tetapi apabila alasan penolakan rujuk tersebut tidak diterima oleh
hakim Pengadilan Agama, maka tuntutan penolakan rujuk itu dibatalkan,
sehingga rujuk yang dilakukan oleh suami yang ditolak tersebut dinyatakan tetap
sah dan begitu juga dengan akibat hukumnya.

Ketegasan KHI tentang prosedur penolakan rujuk tersebut semata- mata
bertujuan untuk kemaslahatan suami istri dalam rumah tangga. Sebab, dengan
adanya pemeriksaan perkara oleh hakim Pengadilan Agama, maka akan lebih
terjamin kesempurnaan hak-hak yang diperolah suami istri sesuai dengan
kedudukannya masing-masing.

Dalam KHI setelah seorang laki-laki sah dalam sebuah ikatan
perkawinan, maka hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang
RI No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya mengatur bahwa

terdapat keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah

9 Dwi Suryantoro Dasa, Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut
Kompilasi Hukum Islam. Vol. 8, No.1 Februari 2022.
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tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami dan istri
masing-masing juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan
hukum.®® Hal ini juga relevan dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
pada bagian kesembilan yang mengatur tentang hak wanita seperti yang telah
dijelaskan di atas.

Selanjutnya peneliti akan membahas bagaimana bisa ada perubahan
ketentuan hukum Islam yang semula tidak membenarkan bahwa istri tidak
mempunyai hak untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya
dalam masa iddah talak »aj’i menjadi diperbolehkan seperti yang tertera dalam
pasal 164 KHI.

Terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari fikih menuju KHI.
Fikih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas
menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah dibatasi dengan
adanya persyaratan persetujuan istri. Artinya walaupun suaminya meminta rujuk,
namun istrinya tidak berkenan, maka rujuk tidak akan terjadi.

Persoalannya adalah mengapa KHI memberikan peluang pada istri untuk
menolak kehendak rujuk suami. Sepertinya hal ini merupakan satu bentuk
perlindungan KHI terhadap wanita. Maka tidak adil, hak talak sepenuhnmya
diberikan kepada suami sehingga ia bebas mentalak istrinya. Ketika suami telah
mentalak istrinya, ia juga berhak merujuknya kapan ia mau selama masa iddah.
Sampai di sini, terkesan seolah-olah istri tidak berdaya menghadapi dominasi

suami. Istri lebih pada posisi yang ditentukan dari pada menentukan. Padahal

% Melalla s djaja, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang undang
Perkawinan Indonesia, Edisi Lengkap, h. 280-324
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baik suami maupun istri adalah manusia yangmempunyai hak atas dirinya (cakap
melakukan perbuatan hukum).®*

Dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui
kehendak rujuk mantan suami, sebenarnya aturan itu mengingatkan laki-laki agar
tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam konteks ini,
semangat KHI yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang
sejajar juga terlihat pada aturan-aturan rujuk. Paling tidak, aturan ini termasuk
aturan mengenai talak, dapat menekan terjadinya talak pada tingkat yang paling
minimal.

Perkembangan pemikiran fikih juga dapat dilihat pada aturan-aturan KHI
yang berkenaan dengan tata cara aturan rujuk seperti terlihat di dalam pasal KHI.
Di dalam tata cara rujuk begitu terang, ternyata cukup banyak aturan
administratif yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri yang akan dirujuk.
Namun, yang menarik KHI mengamanahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah
untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi di dalam rumah
tangga. Karena prosedur penolakan rujuk yang diatur dalam KHI lebih banyak
mengandung maslahah seperti yang disebutkan di atas, maka peraturan
tersebutlah yang dipakai. Hal ini juga sesuai dengan kaidah sebagai berikut:*

cliadll s e 436 alaall £ 5
Artinya: Mencegah kerusakan diutamakan daripada mendatangkan keuntungan.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa proses penolakan rujuk di luar

9 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan. h. 45.

% Hashi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
2001), h. 53.
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pengadilan sebenarnya mengandung mudharat dan mashlahat. Mudharat yang
ditimbulkannya adalah salah satu pihak yang berperkara (suami istri) besar
kemungkinan akan mendapat keputusan (jalan keluar) yang merugikannya,
karena masing-masing pihak akan mengunggulkan kepentingan masing- masing
tanpa memikirkan kemaslahatan pihak lain. Sedangkan hakim mempunyai
kekuatan hukum sebagai penengah sehingga kesewenang-wenangan salah satu
pihak itu akan merugikan lawannya. Adapun maslahah yang dikandungnya
hanya dari segi penghematan biaya saja.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa proses penolakan rujuk di luar
pengadilan lebih baik ditinggalkan, karena mudharatnya lebih besar dari pada
maslahat yang dikandungnya. Sebagai penggantinya, proses penolakan rujuk itu
harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam

perundang-undangan yang ada di indonesia.

Selanjutnya, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwa
perkembangan hukum Islam semakin hari semakin bertambah pesat. Hal ini
terjadi dikarenakan banyak hal antara lain, banyaknya masalah kontemporer
yang belum dibahas oleh para ulama’ terdahulu sehingga diperlukan adanya
ijtihad dan pembaharuan hukum agar sesuai dengan zaman sekarang. Karena
kondisi pada zaman dahulu mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW., zaman
khalifah dan thabiin sampai sekarang berbeda-beda. Latar belakang tersebut
yang mendorong beberapa cendekiawan muslim untuk melakukan ijtihad secara
bersama-sama untuk dapat berdiskusi merumuskan pembaharuan hukum Islam

sesuai dengan kaidah fiKHIyah.
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Khusus dalam permasalahan rujuk, yaitu adanya aturan baru bahwa istri
mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan
suaminya sesungguhnya merupakan sedikit dari pembaharuan dalam hukum
Islam.®® Jika dianalisis dari segi fikih, hal tersebut dapat dibenarkan dengan
adanya kaidah:

STICN 5 350 L AKRY) kS

Bahwa berubahnya suatu hukum itu tergantung oleh berubahnya waktu
dan tempat. Dari sini terdapat suatu kemungkinan bahwa hukum Islam yang
telah dirumuskan oleh para ulama salaf terdahulu kurang relevan jika diterapkan
pada zaman sekarang dengan perbedaan tempat, rentang waktu, dan kultur
masyarakat. Oleh karena itu, untuk menopang permasalahan yang semakin
kompleks, perlu adanya ijtihad dalam hukum dengan tanpa meninggalkan dasar
utamanya, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.

Di Indonesia, untuk lebih mengefektifkan konsep rujuk dan hukum Islam
lainnya yang telah dirumuskan oleh para ulama salaf dengan dasar al-Qur’an dan
as-Sunah, maka disahkan suatu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber perumusannya mengambil dari kitab-
kitab fikih berbagai madzhab, seperti al-Syafi'i (paling banyak), Hanafi, Maliki
dan Hambali.

Dalam KHI tersebut, rujuk diatur dalam pasal 163 sampai pasal 169,

yang menarik adalah isi pasal 164 dan 165. Pada pasal 164, istri boleh

% Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, h. 47.

9 Imam Jalaluddin Abdurrahman, Kitab al-Ashbah wa Nadhair (Mesir: Dar Al Fikr), h. 28.
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mengajukan keberatan atas keinginan rujuk yang diajukan bekas suami.
Sedangkan pada pasal 165 dinyatakan, apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan
bekas istri dinyatakan tidak sah.%®

Pendapat tentang hukum istri menolak rujuk suami di berbagai negara
berbeda-beda, tergantung pada hukum positif masing-masing Negara, seperti di
Mesir, Pakistan dan Malaysia.

Dalam hukum positif Mesir, istri memiliki hak untuk menolak rujuk
suami. Hal ini diatur dalam Pasal 107 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1920 tentang Perkawinan dan Perceraian Islam. Pasal tersebut menyatakan
bahwa istri memiliki hak untuk menolak rujuk suami jika suami terbukti
melakukan kekerasan atau tindakan merugikan lainnya.®®

Dalam hukum positif Pakistan, istri memiliki hak untuk menolak rujuk
suami. Hal ini diatur dalam Pasal 6 dari The Muslim Family Laws Ordinance
Tahun 1961. Pasal tersebut menyatakan bahwa istri memiliki hak untuk menolak
rujuk suami jika istri merasa tidak aman atau tidak nyaman dengan suami.®

Dalam hukum positif Malaysia, istri memiliki hak untuk menolak rujuk
suami. Hal ini diatur dalam Pasal 52 dari Enactment of Islamic Family Law
(Federal Territories) Tahun 1984. Pasal tersebut menyatakan bahwa istri

memiliki hak untuk menolak rujuk suami jika istri merasa tidak aman atau tidak

% Tim penyusun KHI, Kompilasi Hukum Islam, h. 47.

% Tim Penyusun, Law on Islamic Marriage and Divorce, (Mesir: Government Of Mesir,
1920), h. 107.

10 Tim Penyusun, The Muslim Family Laws Ordinance, (Pakistan: Government Of
Pakistan, 1961), h. 4.
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nyaman dengan suami.'

Isi pasal-pasal tersebut sekilas sangat bertentangan dengan konsep fikih
dan hadits yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami dengan tanpa
memandang kerelaan istri. Akan tetapi sebenarnya tidak, terlepas dari bias
gender, pasal tersebut justru sesuai dengan nafas Islam yang sangat menghormati
wanita. Pasal tersebut ditujukan untuk menghormati hak-hak wanita, yang
dimungkinkan masih ada rasa trauma dan takut pasca perceraiannya dengan
suami. Selain itu, pasal-pasal tersebut dan KHI secara umum difungsikan untuk

melengkapi hukum Islam dalam konsep fikih.

Kaidah fikHlyah di atas sangat relevan dan sejalan dengan KHI pasal
164 yang menyebutkan bahwa seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i
berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di
hadapan PPN dan disaksikan dua orang saksi. Sehingga penolakan rujuk yang
dilakukan istri sesungguhnya mempunyai dasar hukum yang benar, ditambah
lagi dengan adanya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Bagian Kesembilan pasal 50 yang lebih spesifik mengatur tentang hak wanita
yang telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menolak
rujuk juga sejalan dengan tujuan hukum itu dibuat, yaitu untuk melindungi
manusia dari kesewenang-wenangan pihak tertentu.!%? Undang-undang tersebut
menguatkan posisi istri yang tidak menginginkan rujuk dengan mantan

suaminya.

101 Tim Penyusun, Enactment of Islamic Family Law, (Malaysia: Government of Malaysia,
1984), h. 30.

192 Tim Penyusun, Himpunan Lengkap Undang Undang Tentang Hak Asasi Manusia,
(Yogyakarta: buku kampus, 2014). h. 13.
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Dalam analisis mendalam mengenai perspektif fikih Islam dan KHI,
peneliti cenderung memberikan dukungan lebih besar terhadap KHI dalam
konteks penolakan istri terhadap rujuk suami. Meskipun diketahui bahwa KHI
bersumber dari prinsip-prinsip fikih Islam, penting untuk dicatat bahwa KHI
telah mengalami pembaruan yang sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan
budaya sekitarnya. Meskipun demikian, pembaruan tersebut tetap berpegang

pada landasan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pandangan dari peneliti menunjukkan keyakinan bahwa penerimaan KHI
menghadirkan sejumlah manfaat yang sangat berarti dalam membentuk suatu
struktur masyarakat yang terorganisir, terutama ketika menangani isu-isu
kompleks seperti masalah rujuk. Kehadiran KHI, menurut peneliti, memberikan
kontribusi positif terhadap terorganisirnya masyarakat, menciptakan suatu
kerangka kerja yang terarah, dan sekaligus memelihara keberlanjutan dengan

nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam.

Dalam konteks ini, peran KHI tidak hanya terbatas sebagai cerminan dari
prinsip-prinsip fikih Islam, tetapi juga sebagai suatu instrumen yang mampu
mengakomodasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang
diperlukan. Hal ini tidak hanya mencakup penggalian nilai-nilai Islam yang
mendasar, tetapi juga mencakup adaptasi terhadap dinamika sosial, budaya, dan

waktu yang terus berkembang.

Penelitian ini memandang KHI sebagai suatu mekanisme yang
memberikan landasan hukum yang kokoh, sekaligus mengizinkan evolusi hukum

Islam agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, peneliti
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meyakini bahwa penerimaan KHI dapat memainkan peran krusial dalam
menjaga harmoni antara prinsip-prinsip agama Islam dengan kebutuhan praktis

dan realitas kompleks masyarakat kontemporer.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun KHI merupakan hasil dari
kontekstualisasi fikih Islam dengan realitas sosial, pembaruan tersebut tidak
melanggar prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
Oleh karena itu, KHI dianggap sebagai upaya menyelaraskan hukum Islam
dengan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengorbankan aspek

fundamental dari ajaran Islam.

Dengan demikian, pandangan peneliti mencerminkan keyakinan bahwa
KHI mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, khususnya dalam hal
penanganan kasus rujuk, sambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip agama

Islam.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah menelaah isi dari skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan
pada penelitian sebagai berikut :

1. Fikih Islam berpendapat bahwa suami memiliki hak mutlak untuk
merujuk istrinya setelah memberikan talak, tanpa memerlukan izin
istri. Mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik mengatakan bahwa suami
dapat melakukannya selama masa iddah tanpa izin istri. Imam al-
Syafi'i juga menegaskan bahwa istri tidak memiliki hak untuk menolak
rujuk. Dasar hukum rujuk terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran.
Para ulama menggunakan metode istinbat hukum dengan menganalisis
kaidah kebahasaan dalil al-Quran. Dalam konteks rujuk, istri
diharapkan menerima keputusan suami tanpa perlu persetujuan khusus.
Tidak ada syarat izin istri dalam rujuk menurut empat Mazhab fikih.
Tujuan rujuk seharusnya untuk islah (perbaikan), bukan untuk
menyakiti istri. Kesimpulannya, hak rujuk suami dianggap mutlak
menurut empat Mazhab fikih, dan tidak memerlukan persetujuan istri.

2. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meyatakan bahwa suami
perlu mendapatkan persetujuan mantan istrinya sebelum melakukan
rujuk, dan rujuk tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah oleh
Pengadilan Agama. Tata cara rujuk, termasuk persyaratan administratif
dan prosedur dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, dijelaskan dalam

KHI. Peneliti menyimpulkan bahwa KHI menunjukkan kearifan
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dengan mempertimbangkan kesejahteraan bersama suami dan istri.
Penulis menegaskan perlunya reformasi hukum untuk tetap relevan
dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi
permasalahan kontemporer seperti penolakan rujuk oleh mantan istri
dalam masa iddah talak raj'i.

B. Saran-saran

1. Peneliti berpendapat bahwa inklusi Pasal 164 dan Pasal 165 dalam
Kompilasi Hukum Islam kurang mendesak. Sebenarnya, pasal-pasal
yang terkait dengan keberatan istri dan kewenangan Pengadilan
Agama dapat diterapkan secara otomatis tanpa perlu menyertakan
klausul yang menyatakan perlunya persetujuan istri dalam proses
rujuk. Menurut peneliti, pasal-pasal yang memuat persetujuan istri
dalam rujuk tidak perlu, karena peran mereka sebenarnya telah
digantikan oleh pasal lain yang juga mengakomodasi hak istri terhadap
keputusan untuk melanjutkan atau mengaKHIri perkawinan.

2. Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 164 dan 165, dianggap tidak
perlu karena hak khuluk sebagai hak istri sudah ada sebagai opsi di
masa depan jika istri tidak menyetujui kelanjutan perkawinan. Dalam
konteks rujuk, Islam telah menetapkan bahwa rujuk adalah hak mutlak
suami yang tidak memerlukan persetujuan istri. Meskipun ketentuan
ini harus diterima sebagai aturan Allah, istri memiliki opsi khuluk jika
tidak setuju dengan rujuk suami. Oleh karena itu, Pasal yang

mengharuskan persetujuan istri terhadap rujuk sebenarnya tidak
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diperlukan. Hak khuluk memberikan istri kekuatan untuk menentukan
nasibnya sendiri, dan suami tidak memiliki kekuasaan atas istri karena

khuluk berarti talak ba’in (talak yang tidak dapat rujuk).
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